BUPATI BANYUMAS

TUGAS POKOK, FUNGSI, URa

Vlenimbang

lengingat

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR>3TAHUN 2 0‘97 ;
TENTANG
IAN TUGAS JABATAN DAN TATAKERJA
PADA
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pembentukan,
Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan dan Perikanan
Kabupaten Banyumas dan sebagai pedoman operasional Dinas untuk
meningkatkan kinerja organisasi, maka perlu ditetapkan Peraturan
Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan
Tatakerja pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten
Banyumas.

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Tengah,

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
| Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3952),
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Pel’atura
N Peme;i
intah Nomor g Tahun 2003 tentang Pedoman

gkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003
ahan Lembaran Negara Nomor 4262);

Organisasi Peran
Nomor 14, Tamp

Keputusan Bersama Me
Menter; Dalam Negeri
Tahun 2003 tentang Pet

Nteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Nomor: 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17
Nomor 8 Tahun 200 unjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Daerah dan pe 3 tema’t'g Pedoman Organisasi Perangkat

raturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang

We
wenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Neger; Sipil;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2004
tentan Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 19 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN
TUGAS JABATAN DAN TATA KERJA PADA DINAS PETERNAKAN

DAN PERIKANAN KABUPATEN BANYUMAS.

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : |

I. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas,

. Pemerintah Kabupaten Banyumas; |
Pemerintah Daerah adalah l

Bupati adalah Bupati Banyumas, |

Dinas adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Banyumas; |

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten
i

Banyumas: .
B. Unitme|as|: Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah pelaksana sebagian
tuga ;'a Sa”: ternakan dan Perikanan yang wilayah kerjanya dapat meliputi lebih
S Dinas etert

dari saty Kecamatan;
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1

wewenang dan hak Seorang Pegawaij Negeri Sipil dalam satuan organi sasi yang
dalam pelaksanaan tugasnyg didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan
tertentu serta bersifat mandir

Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung
jaweb, WOWSNAR dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi
A0 Al posStane tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan

tertentu serta mendasarkan pada perintahipetunjuk serta bertanggungiawab kepada
atasan.

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2
) Susunan organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan, terdiri dari
a. Kepala Dinas.
Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Keuangan dan Bina Program;
c. Bidang Kesehatan Peternakan dan Perikanan, terdiri dari:
1. Seksi Kesehatan Masyarakat Peternakan dan Perikanan;
2. Seksi Penyidikan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan dan
tkan;
d. Bidang Produksi, Penyebaran dan Pengembangan Peternakan, terdin dar:
1. Seksi Produksi Peternakan;
2. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan;
e. Bidang Produksi, Sarana dan Prasarana Perikanan, terdiri dari:
1. Seksi Produksi Perikanan,
2. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan;
f. Bidang Pengembangan Usaha, terdiri dari:
1. Seksi Bina Usaha,
2. Seksi Sumber Daya Manusia dan
g UPT,
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelembagaan,

2) Bagan susunan organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yand merupakan bagian tak terpisahkan dari

Peraturan ini.
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TUGAS ——_— BAB i
» FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
Bagian Pertama
Kepala Dinas
Pasal 3
gpala Dinas mempunyai tugas pokok mengelola kewenangan di bidang petenakan
in perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kebijakan umum yang
tetapkan oleh Bupati dan ketentuan lain dalam rangka optimalisasi pelayanan.

Pasal 4
tuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Kepala
inas mempunyai fungsi:
penetapan kebijakan teknis di bidang peternakan dan perikanan;
penetapan rencana dan program kerja dinas;
pengorganisasian pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan
dan pengawasan di bidang peternakan dan perikanan;
pengkoordinasian pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang peternakan
dan perikanan;
pengarahan pelaksanaan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data;
penyelenggaraan pemberian informasi di bidang petemakan dan perikanan;
pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemerintah dan swasta;
pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
pembinaan terhadap UPT dan Camat dalam melaksanakan tugas yang dilimpahkan
dalam lingkup tugasnya,
pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal §

raian tugas Kepala Dinas sebagai berikut:
menetapkan rencana, program kerja dan jadwal kegiatan Dinas Peternakan dan

Perikanan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas
dan tanggungjawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

menetapkan kebijakan teknis pengelolaan di bidang petemakan dan perikanan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas,

mengorganisasikan penyelenggaraan administrasi surat-menyurat, keuangan,
kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian serta

Perlengkapan dan rumah tangga dinas agar sesuai dengan kebutuhan dan

ketentuan yang berlaku;
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mengorg—a ms-asm.a " Penyelenggaragn kegiatan bidang peternakan dan perikanan
guna optimalisasi pelayanan;

mengorganisasikan Pemberian bimbingan, pembinaan dan pengawasan kegiatan
bidang p-eternakan dan perikanan agar terarah dan tepat sasaran;

membe.n r.ekomendaal Penandatanganan izin yang dilakukan Bupati atau pihak ain
yang ditunjuk sebagai bahan pertimbangan penetapan izin bidang petenakan dan
perikanan;

menandatangani izin praktek dokter hewan dan paramedis, operasional jagal serta
depo obat hewan guna memberikan legalitas:

memberikan informasi kebijaksanaan umum bidang peternakan dan perikanan
kepada pihak yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung
guna meningkatkan pemahaman pelayanan dan pengembangan bidang
petemakan dan perikanan:

mengorganisasikan kegiatan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data
bidang peternakan dan perikanan guna optimalisasi pelayanan informasi dan
perumusan kebijaksanaan;

memberikan informasi kebijaksanaan umum bidang peternakan dan perikanan
kepada pihak yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung
guna meningkatkan pemahaman pelayanan dan pengembangan bidang
petemakan dan perikanan;

mengorganisasikan pemberian bimbingan, pembinaan dan pengawasan tugas
dinas yang dilaksanakan UPT, Kecamatan maupun Kantor Pelayanan Perijinan dan
Investasi melalui rapat koordinasi agar pelaksanaan tugas dinas efektif, efesien dan
tepat sasaran;

melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga
masyarakat dan/atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna
memperoleh kesatuan pendapat,

memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
memberikan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan

efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang peternakan dan perikanan kepada

Bupati sebagai pertanggungjawaban
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang

tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.
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Bagian Kedua
Kepala Bagian Tata Usaha
Pasal 6
;pala Bagian Tat? Usaha mempunyai tugas pokok mengelola urusan Ketatausahaan
nas guna menunjang kegiatan Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

aian tugas Kepala Bagian Tata Usaha sebagai berikut :
mengkoordinasikan pembuatan rencana, program dan jadwal kegiatan Sub Bagian
di lingkup Bagian Tata Usaha sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas dan
tanggungjawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
memberi pengarahan pembuatan konsep mekanisme kerja, tata ruang kantor dan
usulan target pendapatan Dinas agar terarah, terpadu dan sesuai dengan keadaan,
mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Umum dengan Sub
Bagian Keuangan dan Bina Program melalui rapat, pertemuan dan pengawasan
guna adanya sinkronisasi pelaksanaan kegiatan;
mengkoordinasikan pemberian bimbingan dan pembinaan Sub Bagian Umum
dengan Sub Bagian Keuangan dan Bina Program melalui rapat, kunjungan,
pengawasan agar diperoleh sinkronisasi dalam pelaksanaan bimbingan dan
pembinaan;
mengoreksi hasil pemeriksaan dan pengawasan Sub Bagian Umum dengan Sub
Bagian Keuangan dan Bina Program untuk membetulkan kesalahan-kesalahan;
mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data
yang berkaitan dengan Sub Bagian Umum serta Sub Bagian Keuangan dan Bina
Program guna tercapainya sinkronisasi bahan perumusan kebijakan,
memberi informasi kebijakan Kepala Dinas melalui konsultasi, penyuluhan, diklat
dan media lainnya guna meningkatkan arus informasi pelayanan;
mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengawasan Sub
Bagian Umum dengan Sub Bagian Keuangan dan Bina Program terhadap tugas

yang dilaksanakan UPT dan Kecamatan melalui pembuatan petunjuk pelaksanaan,

Petunjuk teknis dan tinjauan lapangan agar pelaksanaannya lebih efektif dan

efisien;
Melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga
Masyarakat dan/atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna

Mencapai sinkronisasi pelaksanaan tugas:

Memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan

Prosedur yang berlaku agar diperoleh hasi kerja yang benar dan akurat,
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imbing dan ilai kineri
memb"T' g menilai kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan
efisiensi pelaksanaan tugas:

melaporkan 'pelaksanaan kegiatan Bagian Tata Usaha kepada atasan sebagai
pertanggungjawaban kegiatan:

melaksanakan tugas lain sesugi bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan
organisasi.

Paragraf 1
Kepala Sub Bagian Umum
Pasal 8
pala Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok mengelola administrasi surat
snyurat dan kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian serta
riengkapan dan rumah tangga dinas guna kelancaran tugas urusan umum.

Pasal 9

raian tugas Kepala Sub Bagian Umum sebagai berikut :
membuat rencana, program dan jadwal kegiatan Sub Bagian Umum sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas dan
tanggungjawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
membuat konsep mekanisme kerja dan tata ruang kantor mendasarkan kondisi dan
ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dan penetapan atasan;
menyelenggarakan kegiatan administrasi surat menyurat dan kearsipan,
perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian serta perlengkapan dan
kerumahtanggaan dinas guna kelancaran tugas urusan umum,
memberikan bimbingan dan pembinaan administrasi pegawai melalui pembuatan
daftar hadir, daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dan daftar lainnya yang
berkaitan dengan kepegawaian guna meningkatkan disiplin pegawai;
mengawasi penggunaan sarana dan prasarana Dinas agar digunakan sesuai
kebutuhan Dinas;
memeriksa kondisi dan jumiah barang inventarisasi Dinas untuk mengetahui
kesesuaian dengan daftar inventarisasi Dinas dan upaya tindak lanjut;
menyelenggarakan kegiatan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data yang
berkaitan dengan Sub Bag Umum sebagai bahan inmaﬂ dan analisis;
Memberikan informasi kebijakan Kepala Dinas melalul wawancara dan atau cara
lain guna meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan Kepala Dinas;
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membina, membimbing dan : :
UPT, KPPI da Mengawasi penggunaan sarana dan prasarana Dina$
oleh : N atau Kecamatan guna terwuij ivi fisiensi
_ erwujudnya efektivitas dan €

penggunaan;

laksanakan koordinasi : .
me o ! INasl dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga .
masyara -a‘ an a.tau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna
mencapai sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas;
membimbing dan menilai kineria bawahan guna meningkatkan efektivitas dan
efisiensi pelaksanaan tugas;
memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
memberikan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan
efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas:;
melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bag Umum kepada atasan sebagai
pertanggungjawaban kegiatan;
melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan
organisasi.

Paragraf 2
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Bina Program
Pasal 10
epala Sub Bagian Keuangan dan Bina Program mempunyai tugas pokok mengelola
slaksanaan administrasi keuangan, penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan
»a monitoring dan evaluasi kegiatan dinas guna kelancaran urusan keuangan dan

na program Dinas.

Pasal 11

raian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan dan Bina Program sebagai berikut;

membuat rencana, program dan jadwal kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Bina

Program sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas dan

tanggungjawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
membuat bahan usulan target pendapatan Dinas dengan mempertimbangkan

masukan dari masing-masing Bidand serta pendapatan tahun lalu sebagai bahan

usulan Kepala Dinas;

menyelenggarakan kegiatan administra
Perencanaan dan pelaporan sertd monito
Membantu kelancaran tugas Dinas;

si keuangan, penyusunan dokumen
ring dan evaluasi kegiatan Dinas guna
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pemantauan guna men kerja Dinas melalui rapat, tinjauan lapangan dan
getahui Peérmasalahan, hambatan dan upaya tindak lanjut;

an d
. okumen Perencanaan untuk mengetahui kesesuaian dengan
program Dinas dan stanggr indek biaya;

memeriksa usul

memberikan informasi program kerja Dinas melalui wawancara dan atau cara lain
guna meningkatkan pemahaman terhadap program Dinas;

membina, membimbing dan mengawasi penggunaan anggaran Dinas oleh UPT,
KPP dan atau Kecamatan guna terwujudnya efektivitas dan efisiensi penggunaan;
melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga
masyarakat dan/atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna
mencapai sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas;

membimbing dan menilai kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan
efisiensi pelaksanaan tugas;

memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Bina Program
kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan;

melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan

organisasi.

Bagian Ketiga
Kepala Bidang Kesehatan Peternakan dan Perikanan
Pasal 12
spala Bidang Kesehatan Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas pokok
engelola kegiatan Bidang Kesehatan Petemakan dan Perikanan. dalam r'afvgka
)rlindungan kesehatan hewan dan ikan, kesehatan masya_mkat veteriner, ?enytdlkan,
ancegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit temak dan ikan serta

angelolaan lingkungan perikanan.

pasal 13

raian tugas Kepala Bidang Kesehatan Petemakan dan Perikanan sebagai berikut:
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penetapan rencana dan program, kerja;

menjabarkan .dan membag;i tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas
dan tanggungjawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
s gas;

mengkoordinasiken pembuatan konsep kebijakan teknis kesehatan masyarakat
petemnakan dan perikanan dengan -
peryakit hewan dan ke gan penyidikan, pencegahan dan pemberantasan

! N Quna tercapainya sinkronisasi dalam penetapan
kebijakan teknis:
mengkooordinasikan Penyelenggaraan kegiatan Seksi Kesehatan Masyarakat
Peternakan dan Perikanan dengan Penyidikan, Pencegahan dan Pemberantasan
Penyakit Hewan dan Ikan guna tercapainya sinkronisasi pelaksanaan kegiatan;
mengkoordinasikan pemberian bimbingan dan pembinaan Seksi Kesehatan
Masyarakat Peternakan dan Perikanan dengan Penyidikan, Pencegahan dan
Pemberantasan Penyakit Hewan dan Ikan melalui rapat, kunjungan, pengawasan
agar diperoleh sinkronisasi dalam pelaksanaan bimbingan dan pembinaan,
mengoreksi hasil pemeriksaan dan pengawasan Seksi Kesehatan Masyarakat
Peternakan dan Perikanan dengan Penyidikan, Pencegahan dan Pemberantasan
Penyakit Hewan dan lkan untuk membetulkan kesalahan-kesalahan;
mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data
guna tercapainya sinkronisasi bahan perumusan kebijakan;
memberi informasi kebijakan strategis Bidang Kesehatan Peternakan dan
Perikanan melalui konsultasi, penyuluhan, diklat dan media lainnya guna
meningkatkan arus informasi pelayanan;
mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengawasan Seksi
Kesehatan Masyarakat Peternakan dan Perikanan dengan Penyidikan,
Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan dan lkan terhadap tugas yang
dilaksanakan UPT dan Kecamatan melalui pembuatan petunjuk pelaksanaan,
petunjuk teknis dan tinjauan lapangan agar pelaksanaan tugas yang dilimpahkan
lebih efektif dan efisien;
melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga
masyarakat dan/atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna
mencapai sinkronisasi pelaksanaan tugas;
memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan

prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
memberikan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan

efektivitas dan efisiensi pelaksanaan t‘ugas;
melaporkan pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan peternakan dan perikanan

kepada atasan sebagai pertanggungiawacan kegiatan;
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melaksanakan tugas lain -
Sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan

organi535i-
Paragraf 1
Kepala Seksi
pa si Kesehatan Masyarakat Peternakan dan Perikanan
Pasal 14

gpala Seksi Kesehatan Masyarakat Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas

skok melaksanakan perlindungan kesehatan hewan dan ikan serta masyarakat
steriner dalam rangka optimalisasi pelayanan.

Pasal 15

raian tugas Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Peternakan dan Perikanan sebagai

erikut :
membuat rencana, program kerja dan jadwal kegiatan Seksi Kesehatan
Masyarakat Peternakan dan Perikanan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,

) menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;
membuat konsep kebijakan teknis kesehatan masyarakat petemakan dan
perikanan sebagai bahan pertimbangan atasan dalam penetapan kebijakan
atasan,

i menyelenggarakan pemberian bimbingan teknis hygiene dan sanitasi usaha

petemmakan dan perikanan agar kondisi peternakan dan perikanan serta

lingkungannya sehat;

menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan Laboratorium Kesehatan

Masyarakat Veteriner untuk mengadakan penguijian kualitas bahan asal temak dan

ikan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;

" menyelenggarakan pengawasan mutu bahan asal ternak dan ikan (susu, daging,
telur dan ikan) melalui pengujian baik di tingkat petani maupun pengusaha agar
layak dikonsumsi maupun didistribusikan ke daerah lain;

pengawasan usaha pembuatan bahan pangan asal temak dan

ikan (abon, sosis, keripik paru dan ikan, dendeng dan lain-lain) dari segi teknis

pembuatan, hygiene dan sanitasi tempat serta mutu bahan baku agar diperoleh

broduk olahan yang aman dan layak dikonsumsi;
menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan teknis usaha pemotongan hewan

intah maupun swasta, Rumah Pemotongan
dan ongan Hewan pemerin -
Rumah Pemotong ar dapat menghasilkan daging yang

Unggas dan Rumah pemotongan Ayam &g
ASUH (aman, sehat, utuh dan halal);

w

3. menyelenggarakan
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menyelenggarakan Pemeri
eaan keterangan bahan asal ternak dan ikan serta

bahan pangan asal ternak gan ;
_ an ikan ynt .
ternak dan ikan tersebyt layak dikonsl,mu: menjelaskan bahwa bahan pangan asal
i)

menyelenggarakan i i
kegiatan INventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data

hatan m
:::Tisis; asyarakat petemakan dan perikanan sebagai bahan informasi dan
mernben lnfOﬂna.Sl kebijakan teknis kesehatan masyarakat peternakan dan
perikanan melalui pemberian konsuftasi, penyuluhan, dikiat dan media lainnya
guna meningkatkan arus informasi: |
membina, membimbing dan mengawasi tugas dinas yang dilaksanakan UPT dan
Keca_matan melalui pembuatan petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, pemberian
pendidikan dan latihan serta kunjungan lapangan agar pelaksanaan tugas dinas
yang dilaksanakan efektif dan efisien:
melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga
masyarakat dan/atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna
mencapai sinkronisasi pelaksanaan tugas;
membimbing dan menilai kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan
efisiensi pelaksanaan tugas;
memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
melaporkan kegiatan Seksi Kesehatan Masyarakat Peternakan dan Perikanan
kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan;
melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan

organisasi,

Paragraf 2
Kepala Seksi Penyidikan, Pencegahan dan Pemberantasan
Penyakit Howan dan Ikan
Pasal 16
yidikan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan dan lkan
empunyai tugas pokok melaksanakan penyidikan, pencegahan, pemberantasan dan
engendalian penyakit hewan dan ikan, pelayanan kesehatan hewan dan ikan serta
Bmeriksaan kualitas perairan perikanan dalam rangka optimalisasi pelayanan

esehatan hewan dan ikan.

epala Seksi Pen
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Pasal 17

i as Kepala i .
raian tud pala Seksi Penyigikan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
wan dan Ikan sebagai berikut L ERTREE

membuat rencana, )

pencegahan dan Pe:"::fam kera dan jadwal kegiatan Seksi Penyidikan.

rantasan Penyaki . _
pelaksanaan tugas; yakit Hewan dan Ikan sebagai pedoman

menjefbarkan dan membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

membu.a t konsep kebijakan teknis penyidikan, pencegahan dan pemberantasan
penyakit hewan dan ikan sebagai bahan pertimbangan atasan dalam penetapan
kebijakan atasan;

menyelenggarakan pengawasan kesejahteraan hewan dan ikan agar lebih berdaya
guna dan berhasil guna;

menyelenggarakan dan pemberian bimbingan teknis pengelolaan Kiinik Hewan,
Pos Kesehatan Hewan dan Laboratorium Kesehatan lkan dan Lingkungan dalam
pelayanan kesehatan hewan dan penyidikan penyakit ikan agar tercapai
optimalisasi pelayanan,

menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan Laboratorium Kesehatan Hewan
dalam penyidikan penyakit hewan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
menyusun hasil analisa penyidikan dan epidemiologi penyakit hewan dan ikan
untuk mengetahui jenis penyakit hewan dan ikan;

menyelenggarakan pembuatan peta penyakit hewan dan ikan untuk mengetahui

penyebaran penyakit hewan dan ikan sehingga akan lebih efektif dan efisien dalam

pengendaliannya;
memberi petunjuk pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan dan ikan agar

wilayahnya bebas penyakit hewan dan ikan;
membimbing dan memantau pelaksanaan pemberantasan penyakit hewan dan

ikan oleh masyarakat, paramedis, dan dokter hewan swasta agar sesuai dengan

program pemerintah;

menutup dan membuka kembali wilaya
ain;
han penyakit hewan dan ikan melalui vaksinasi

h wabah penyakit hewan dan ikan untuk

mencegah penyebaran ke wilayah |
membimbing pelaksanaan pencega

agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, | |
mengawasi pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan dan ikan oleh mantri temak

demi tercapainya optimalisasi pelayanan,
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menyelenggarakan pengawagan dan
perairan umum untuk mengetahui t
guna dan berhasil guna;

Pemeriksaan kualitas air kolam budidaya dan
ngkat kelayakannya sehingga lebih berdaya

menyelenggarakan pengawa
scer uniuk 88N peredaran obat hewan dan ikan ditingkat kios dan
peng mengetahui obat yang b . .
e 9 beredar dalam kondisi yang baik dan aman;
membimbing dan mengawasi pemakai , )
i akaian sediaan biologic, farmaseptik dan septic
agar sesuai dengan petunjuk sehingga lebih efektif -
meneliti kelengkapan adminisac: X dan efisien;
1okter hewan g Ministrasi dan persyaratan teknis ijin praktek paramedis,
(] an
depo obat untuk mengetahui kesesuaian dengan persyaratan
yang beriaku;
mem_'e_'enggaraka" kegiatan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data
penyidikan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan dan ikan sebagai
bahan informasi dan analisis:
memberi informasi kebijakan teknis penyidikan, pencegahan dan pemberantasan
penyakit hewan dan ikan melalui pemberian konsultasi, penyuluhan, diklat dan
media lainnya guna meningkatkan arus informasi;
membina, membimbing dan mengawasi tugas dinas yang dilaksanakan UPT dan
Kecamatan melalui pembuatan petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, pemberian
pendidikan dan latihan serta kunjungan lapangan agar pelaksanaan tugas dinas
yang dilaksanakan efektif dan efisien;
melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga
masyarakat dan/atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna
mencapai sinkronisasi pelaksanaan tugas;
membimbing dan menilai kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan
efisiensi pelaksanaan tugas,
memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan

prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;

melaporkan kegiatan Seksi Penyidikan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

Hewan dan Ikan kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan;
melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan

organisasi,
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Sagian Keempat

P
enyebaran dan Pengembangan Peternakan
Pasal 18

Kepala Bidang Prodyk si,

i Produksi
;pala Bidang uksi, Penyebaran dan Pengembangan Peternakan mempunyal

k mengel ;
gas poko gelola kegiatan Bidang Produksi, Penyebaran dan Pengembangan

semakan dalam rangka Pengembangan produksi, penyebaran dan pengembangan
ternakan.

Pasal 19
aian tugas Kepala Bidang Produksi, Penyebaran dan Pengembangan Peternakan
bagai berikut:
mengkoordinasikan pembuatan rencana, program kerja dan jadwal kegiatan
Bidang Produksi, Penyebaran dan Pengembangan Petemakan guna tercapainya
sinkronisasi penetapan rencana dan program kerja;
menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas
dan tanggungjawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
mengkoordinasikan pembuatan konsep kebijakan teknis produksi peternakan
dengan penyebaran dan pengembangan peternakan guna tercapainya
sinkronisasi dalam penetapan kebijakan teknis;
mengkooordinasikan penyelenggaraan kegiatan Seksi Produksi Petemakan
dengan Penyebaran dan Pengémbangan Petemakan guna tercapainya
sinkronisasi pelaksanaan kegiatan;
mengkoordinasikan pemberian bimbingan dan pembinaan Seksi Produksi
Peternakan dengan Penyebaran dan Pengembangan Peternakan melalui rapat,
kunjungan, pengawasan agar diperoleh sinkronisasi dalam pelaksanaan bimbingan
dan pembinaan;
ksi hasil pemeriksaan dan pengawasan Seksi Produksi Petemakan
n Petemakan untuk membetulkan

mengore
dengan Penyebaran dan Pengembanga

kesalahan-kesalahan,
mengkoordinasikan pelaksa

produksi, penyebaran dan pengem

ahan perumusan kebijakan,

sinkronisasi b . '
memberi informasi kebijakan strategis Bidang Produksi, Penyebaran dan

Pengembangan Peternakan melalui konsultasi, penyuluhan, diklat dan media
n arus informasi pelayanan,

naan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data
bangan petemakan guna tercapainya

lainnya guna meningkatka
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tugas yang dilimpahkan lebi

melaksanakan koordinag; dal
@M unit kerj T

masyarakat dan/atau magy Kerie, antar unit kerja, dengan lembaga

, 8rakat terkait baik .
mencapai sinkronisasi Pelaksangan e secara formal maupun informal guna

memeriksa hasil Pelaksanaan ty
prosedur yang beriaky agar diperof
memberikan bimbingan dan pe
efektivitas dan efisiens; Pelaksana
melaporkan  pelaksanaan

938 bawahan sesuai dengan peraturan dan
eh hasil kerja yang benar dan akurat;

nilaian kinerja bawahan guna meningkatkan
an tugas;

kegiatan Bidang Produksi, Penyebaran dan
Pengembangan Peterakan sebagai pertanggungjawaban kegiatan;

melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan
organisasi. |

Paragraf 1
Kepala Seksi Produksi Peternakan
' Pasal 20
epala Seksi Produksi Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan bimbingan
an pengawasan produksi peternakan dalam rangka optimalisasi produksi peternakan.

Pasal 21
Iraian tugas Kepala Seksi Produksi Peternakan sebagai berikut :
membuat rencana, program kerja dan jadwal kegiatan Seksi Produksi Petemnakan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan

tugas;
m:mbuat konsep kebijakan teknis produksi peternakan sebagai bahan
pertimbangan atasan dalam penetapan kebijakan atasan;
d. menyelenggarakan penyusunan kebutuhan mani belfu. ;?engadaan. penyimpanan,
dan menyalurkan mani beku guna efektivitas dan efisiensi penggunaan rf'lani beku:
e. Mmenyelenggarakan produksi mani beku temak lokal (lokal spesifik) untuk

Pelestarian ternak lokal spesifik | .
memberi petunjuk pelaksanaaﬂ inseminasi buatan(IB) temak untuk meningkatkan
pewn)

tan produksi ternak;
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buatan: kebuntingan ternak yang telah di inseminasi

membimbing pela . _

o pyan‘;sa::a: ASistensi Tenik Reproduksi (ATR) untuk mengetahui
&K dapat bunting K -

reproduksinya: Q9 karena terdapat kelainan pada alat

membimbing Pelaksanaan kastrasi ternak

: non bibit untuk program penggemukan
ternak sehingga lebih efektif gan ofisien;

merrfbenkan Petunjuk pelaksanaan Pengadaan dan atau produksi mudigah, alih
mudigah serta pemantauan hasil alih mudigah untuk meningkatkan kualitas hasil
keturunan ternak;

. meneliti kelengkapan administrasi dan persyaratan teknis ijin produksi bibit ternak
untuk mengetahui kesesuaian dengan persyaratan yang berlaku;

. menyelenggarakan pemberian bimbingan penerapan standar-standar teknis dan
sertifikasi perbibitan untuk mengetahui kelas-kelas bibit temak ;
menyelenggarakan pengawasan peredaran mutu bibit ternak dan ternak bibit yang
beredar di pasaran khususnya yang dilakukan oleh swasta untuk menjaga kualitas
ternak bibit dan bibit ternak agar sesuai dengan standar sehingga lebih berdaya
guna dan berhasil guna;

menyelenggarakan pengujian populasi ternak untuk dapat menganalisa
produktifitas ternak;

membimbing pelaksanaan seleksi, registrasi dan recording temak bibit untuk
mengetahui jumlah ternak bibit;

mengadakan bimbingan produksi, bahan baku. penggunaan dan penyusunan
pakan ternak agar tercapai efektivitas dan efisiensi yang tinggi;

melaksanakan pengawasan dan pengujian mutu pakan ternak khususnya
konsentrat melalui uji laboratorium untuk mengetahui kualitas pakan ternak yang

beredar di pasaran; e
mengadakan memperbanyak dan menyebarkan bibit hijauan pakan temak untuk

meningkatkan produksi dan memenuhi kebutuhan hijauan pakan ternak;

menyelenggarakan pengelolaan kebun bibit hijauan pakan ternak untuk

m ibit sebar, .

m:::?rt:ny:k b|rbr:en9awasi produksi dan penggunasn alat dan mesin peternakan
imbing dan

inya;
agar digunakan sesuai dengan fungsiny
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membimbing petani untuk mema
agar lebih berdaya guna gan berhasil gung:

menyelenggarakan kegiatan i
Nventarisasi ,
produksi peternakan gung torcape tarisasi, pendataan dan pemutakhiran data

memberi informasi kebijakan

Nfaatkan kotgran ternak menjadi pupuk organik

pelayanan;

membina, membimbin )

. 9 dan mengawasi tugas dinas yang dilaksanakan UPT dan

ndidikan dan latihan i aan. petunjuk 19kn, o

pe _ Sera kunjungan lapangan agar pelaksanaan tugas dinas
yang dilaksanakan efektif dan efisien;
melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga
masyarakat dan/atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna
mencapai sinkronisasi pelaksanaan tugas;
memerksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
memberikan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan
efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Produksi Peternakan sebagai
pertanggungjawaban kegiatan;
melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan

organisasi.
Paragraf 2
Kepala Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan
Pasal 22

epala Seksi Penyebaran dan Pengembangan peternakan mempunyai tugas pokok
1elaksanakan identifikasi, penyebaran dan pengembangan peterakan dalam rangka

ptimalisasi penyebaran dan pengembangan peternakan.

Jraian tugas Kepala Seksi Penye

Pasal 23
baran dan Pengembangan Peternakan sebagai

*rikut -

membuat rencana, program kerja dan jadwal kegiatan Seksi Penyebaran dan
uat re ,

Pengembangan Peternakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
menjabarkan d embagi tugas kepada pawahan untuk kelancaran pelaksanaan
njabarkan dan m

tugas; |
membuat konsep kebijakan teknis
Sebagai bahan pertimbangan atasan d

penyebaran dan pengembangan peternakan
alam penetapan kebijakan atasan;
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menyelenggarakan bimk: -
penyibaran ternak ;'Mblngan dan Pengawasan pelaksanaan identifikasi lokas,

"8l dengan wig ih efektif
dan efisen; yah pengembangan ternak agar lebi

menyusun peta lokas; Penyebaran g
jenis-jenis temak yang aqg g masing
memberi petunjuk Persiapan dan
kepada petani agar tercapai optimaii
mengelola temak setoran dan me
petani penggaduh agar (ebik berda

@n pengembangan ternak untuk mengetahui
masing wilayah;

Pelaksanaan penyebaran temak pemerintah
sasi pelayanan;

redistribusikan kembali temak setoran kepada
ya guna dan berhasil guna;

menyusun konsep usulan penghapusan temak pemerintah bagi temnak-temak
pemerintah yang mati, lunas dan tidak layak bibit guna meningkatkan efektivitas
dan efisiensi pelaksanaan tugas;

menyelenggarakan pengawasan ternak potong yang masuk/keluar wilayah
Kabupaten dari penyakit hewan dalam rangka optimalisasi pelayanan;
menyelenggarakan Pengujian populasi dasar temak, seleksi dan registrasi ternak

untuk mengetahui jenis, jumlah dan penyebaran temak guna meningkatkan
efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;

membimbing pembuatan silsilah temak untuk mengetahui asal usul ternak;
menyelenggarakan kegiatan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data
penyebaran dan pengembangan peternakan guna tercapainya sinkronisasi bahan
perumusan kebijakan;

memberi informasi kebijakan teknis penyebaran dan pengembangan peternakan
melalui konsultasi, penyuluhan, diklat dan media lainnya guna meningkatkan arus
informasi pelayanan,

membina, membimbing dan mengawasi tugas dinas yang dilaksanakan UPT dan
Kecamatan melalui pembuatan petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, pemberian
pendidikan dan latihan serta kunjungan lapangan agar pelaksanaan tugas dinas
yang dilaksanakan efektif dan efisien,;

melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga
masyarakat dan/atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna
mencapai sinkronisasi pelaksanaan tugas,

memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
memberikan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan
efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;

melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Penyebaran dan Pengembangan
Peternakan sebagai pertanggungjawaban kegiatan;

melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan

organisasi.
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Bagian Kelima

Kepala Bidang Produks;

Sarana dan Prasarana Perikanan

yala Bidang Produksi, §

i eclatan Bida arana dan Prasarana Perikanan mempunyai tugas pokok
" mbangan produk .ng Produksi, Sarana dan Prasarana Perikanan dalam rangka
¥ = Her Peningkatan sarana dan prasarana perikanan.

Pasal 25

leut:

ian tugas Kepala Bidang Produksi, Sarana dan Prasarana Perikanan sebagai

m'engkoordinasikan Pembuatan rencana, program kerja dan jadwal kegiatan
Bidang Produksi, Sarana dan Prasarana Perikanan guna tercapainya sinkronisasi
penetapan rencana dan program kerja;

menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas
dan tanggungjawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

mengkoordinasikan pembuatan konsep kebijakan teknis produksi perikanan
dengan sarana dan prasarana perikanan guna tercapainya sinkronisasi dalam
penetapan kebijakan teknis;

mengkooordinasikan penyelenggaraan kegiatan Seksi Produksi Perikanan dengan
Sarana dan Prasarana Perikanan guna tercapainya sinkronisasi pelaksanaan
kegiatan,;

mengkoordinasikan pemberian bimbingan dan pembinaan Seksi Produksi
Perikanan dengan Sarana dan Prasarana Perikanan melalui rapat, kunjungan,
pengawasan agar diperoleh sinkronisasi dalam pelaksanaan bimbingan dan
pembinaan;,

mengoreksi hasil pemeriksaan dan pengawasan Seksi Produksi Perikanan dengan
Sarana dan Prasarana Perikanan untuk membetulkan kesalahan-kesalahan;
mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data
guna tercapainya sinkronisasi bahan perumusan kebijakan;

memberi informasi kebijakan strategis Bidang Produksi, Sarana dan Prasarana
Perikanan melalui konsultasi, penyuluhan, diklat dan media lainnya guna
meningkatkan arus informasi pelayanan,

mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengawasan Seksi
Produksi Perikanan dengan Sarana dan Prasarana Perikanan terhadap tugas yang
dilaksanakan UPT dan Kecamatan melalui pembuatan petunjuk pelaksanaan,

petunjuk teknis dan tinjauan lapangan agar pelaksanaan tugas yang dilimpahkan

lebih efektif dan efisien;
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memeriksa hasil Pelaksanagn tugas
prosedur yang berlaku agar diperoleh h
memberikan - bimbingan ggp, Penilai
efektivitas dan efisieng; Pelaksanaan t

bawahan sesuai dengan peraturan dan
asil kerja yang benar dan akurat;

an kinerja bawahan guna meningkatkan
ugas;

melaporkan pelak :
Pelaksanaan kegiatan Bidang Produksi, Sarana dan Prasarana

Perkanan sebagai pertanggungjawaban kegiatan;

Paragraf 1
Kepala Seksi Produksi Perikanan
Pasal 26
pala Seksi Produksi Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan bimbingan
n pengawasan, penyebaran dan pengembangan produksi perikanan budidaya di
lam dan perairan umum, penangkapan ikan di perairan umum serta pelestarian
mber hayati perairan dalam rangka optimalisasi produksi perikanan.

Pasal 27
aian tugas Kepala Seksi Produksi Perikanan sebagai berikut :
membuat rencana, program kerja dan jadwal kegiatan Seksi Produksi Perikanan

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan

tugas;
membuat konsep kebijakan teknis produksi perikanan sebagai bahan

pertimbangan atasan dalam penetapan kebijakan atasan;
membimbing pelaksanaan identifikasi potensi dan pemanfaatan lahan perikanan di

tingkat petani, untuk bahan perencanaan program pembangunan perikanan di

masa yang akan datang;
menyelenggarakan bimbingan pembudidaya ikan dan kelompok pembudidaya ikan

mengenai teknis budidaya ikan di kolam dan perairan umum guna optimalisasi

pelayanan;
membimbing petani menerapkan te
sehingga meningkatkan efektivitas dan

knologi tepat guna melalui intensifikasi
efisiensi produksi;
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membimbing nelayan _—
Umu

perairan UMum  agar Meningkat * Mengenai teknis penangkapan ikan di
kelestarian sumber hayay; Perairan: PeNdapatannya dan tetap mempertahankan
membimbing Peémbudidayg j ’
pakan buatan (pellet) Sels::’k:bmpok Pembudidaya ikan dalam penggunaan
optimalisasi produks;: °Ngan  ketentuan teknis, sehingga tercapai

membimbing dan mengawasi Produsen pakan ikan agar diperoleh hasil pakan

sesuai dengan persyaratan teknis sehingga akan meningkatkan efektivitas dan
efisiensi;

memantau dampak penggunaan pakan buatan (pellet) terhadap pertumbuhan ikan
serta pengaruhnya terhadap kualitas air budidaya, agar dapat diketahui
keseimbangan ekosistem perairan budidaya dan tingkat pertumbuhan ikan yang
dibudidayakan;

. mengadakan sosialisasi UU Perikanan No. 9 Tahun 1985 pada masyarakat, agar
masyarakat memahami dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tersirat
dalam UU tersebut;

melaksanakan pemantauan terhadap penangkapan ikan di perairan umum, agar
diketahui jenis alat tangkap yang digunakan dan tetap memperhatikan kelestarian
sumber hayati perairan umum;

memfasilitasi proses sertifikasi benih bagi kelompok tani UPR (Unit Pembenihan
Rakyat) agar benih yang dihasilkan memperoleh SNI (Standar Nasional Indonesia);
menyelenggarakan kegiatan inventarisasi, pendataan dan pemutakh.i.ran data
produksi perikanan guna tercapainya sinkronisasi- bahe.m perumusan irtebuakan; |

memberi informasi kebijakan teknis produksi perikanan melalui konsultasi,

penyufuhan, diklat dan media lai
pelayanan;

membina, membimbing d
Kecamatan melalui pembuatan petun
pendidikan dan latihan sertd kunjung

i  dan efisien; . |
yang dilaksanakan t:f:;; dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga
Mmelaksanakan kooral

+ naik secara formal maupun informal guna
t terkalt ba'k ra
au masya"aka
Masyarakat dan/at gas;

i n tu
mencapai sinkronisas! pelaksanad

nnya guna meningkatkan arus informasi
an mengawasi tugas dinas yang dilaksanakan UPT dan

juk pelaksanaan, petunjuk teknis, pemberian
an lapangan agar pelaksanaan tugas dinas
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. kegiatan .
pertanggungjawaban kegiatan: Seksi

melaksanakan tugas [a; .
o In sesuaj bidang tugasnya dalam rangk . .
organisasi. gka pencapaian tujuan

Produksi  Perikanan sebagai ’

Paragraf 2
Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan
Pasal 28
epala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan
asifikasi, inventarisasi, identifikasi serta pendataan sarana dan prasarana perikanan
aslam rangka pengembangan sarana dan prasarana perikanan.

Pasal 29
raian tugas Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan sebagai berikut :
L membuat rencana, program kerja dan jadwal kegiatan Seksi Sarana dan
Prasarana Perikanan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan

tugas;
membuat konsep kebijakan teknis sarana dan prasarana perikanan sebagai bahan

pertimbangan atasan dalam penetapan kebijakan atasan;

. membimbing pelaksanaan inventarisasi sarana dan prasarana perikanan di tingkat

BBI, pasar ikan dan pembudidaya ikan/nelayan untuk mengetahui sarana dan

prasarana yang ada; |
membimbing pelaksanaan identifikasi sarana dan prasarana perikanan

berdasarkan laporan untuk mengetahui sarana dan prasarana yang masih
asarka

Produktif;
merumuskan ran oran
dibutuhkan untuk pengembangan perl

elaksanaan pembangunan sarana prasarana penkanan'di
?enVeIenggaraka" _: o dan pembudidaya ikan/nelayan sesuai dengan petunjuk
ingkat BBI, pasar 1ka

i i emanfaatannya:
tek diperoleh hasil yan9 optimal didalam p nya;
eknis yang ada agar

n dan usulan sarana dan prasarana perikanan yang
canga

yang lebih efektif dan efisien;
rana dan prasarana perikanan untuk
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memberikan bimbingg, da
n Pengawg
san
» Pasar ikan 4
sgar tepat PeNggunaanny, Sehing

menyelenggarakan kegiatan iy

ar Penggunaan sarana dan prasarana
sl PeMbudidaya ikan/nelayan secara berkala
®bih optimal Pemanfaatannya:

entarisagi
sarana dan prasarang Perikanan gun 3SI, pendataan dan pemutakhiran data

a ; ;
kebijakan; te"""m?""va sinkronisasi bahan perumusan
memberi informasi kebijakan tekni

konsultasi, penyuluhan diklat g S sarana dan prasarana perikanan melalui
informasi pelayanan: 8N Media lainnya guna meningkatkan arus

membina, membimb; .
e . INg dan mengawagsi tugas dinas yang dilaksanakan UPT dan
ecamatan melalui pembuatan Petunjuk pelaksanaan

pendidikan dan latihan serta kunjungan lapangan aga
yang dilaksanakan efektif dan efisien;

petunjuk teknis, pemberian
r pelaksanaan tugas dinas

melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga
masyarakat dan/atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna
mencapai sinkronisasi pelaksanaan tugas;

memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat:
memberikan bimbingan dan penilaian kinerjia bawahan guna meningkatkan
efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;

melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan sebagai
pertanggungjawaban kegiatan;

melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan

organisasi.

Bagian Keenam
Kepala Bidang Pengembangan Usaha
Pasal 30

®pala Bidang Pengembangan Usaha mempunyai tugas pokok mengelola kegiatan

3idang Pengembangan Usaha Peternakan dan Perikanan dalam rangka membentuk

Baha peternakan dan perikanan yang tangguh dan mandiri serta berwawasan

ingkungan_

pasal 31

bagai berikut:
Uraian 4 - embangan Usaha se
ugas Kepala Bidang Peng i ' '
mer? k Kd?a ian pembuatan rencand, program kerja dan jadwal kegiatan
gkoordinasi

g on Usaha Peternakan dan Perikanan guna tercapainya
ldang Pengembang -

rogram kena;
sinkronisasi penetapan rencana dan pro9
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penetapan kebijakan teknis:

mengkooordinasikan penyelen
paya Manusia dan Ke’embagaan o eksi Bina Usaha dengan Sumber

kegiatan; na tercapainya sinkronisasi pelaksanaan

pongEHESN 308 diperoish g an‘ Ke}embagaan melalui rapat, kunjungan,
_ Inkronisasi dalam pelaksanaan bimbingan dan

pembinaan;

mengoreksi hasil pemeriksaan dan pengawasan Seksi Bina Usaha dengan

Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan untuk membetulkan kesalahan-

kesalahan;,

mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data

bina usaha dengan sumber daya manusia dan kelembagaan guna tercapainya

sinkronisasi bahan perumusan kebijakan;

memberi informasi kebijakan strategis Bidang Pengembangan Usaha Peternakan

dan Perikanan melalui konsultasi, penyuluhan, diklat dan media lainnya guna

meningkatkan arus informasi pelayanan;

mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengawasan Seksi

Bina Usaha dengan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan terhadap tugas

yang dilaksanakan UPT dan Kecamatan melalui pembuatan petunjuk pelaksanaan,

petunjuk teknis dan tinjauan lapangan agar pelaksanaan tugas yang dilimpahkan

lebih efektif dan efisien; ‘
oordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga

melaksanakan k _
rmal maupun informal guna

masyarakat dan/atau masyarakat terkait baik secara fo
ugas,

mencapai sinkronisasi pelaksanaan t |
s bawahan sesuai dengan peraturan dan

memeriksa hasil pelaksanaan tuga .
prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;

memberikan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan
rikan

efektivitas dan efisiensi pelaksanaan‘tugﬁléi.Pen
Melaporkan pelaksanaan kegiatan Bidang

: kegiatan,
. . n ungjawaban . .
aksanakan tuga

gembangan Usaha Petemakan dan

Organisasi.
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Paragraf 1
Kepala Sekg; Bina Usaha

— Pasal 32
spala Seksi Bina Usahg mempuny

;ngembangan usaha, memfasilitag;
alisa usaha tani di bidang Peternakg
aha bidang peternakan dan Perikana

ai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan
Pemberian dan pengawasan perizinan serta

N dan perikanan dalam rangka pengembangan
n.

| Pasal 33
aian tugas Kepala Seksi Bing Usaha sebagai berikut :

membuat rencana, program kerja dan jadwal kegiatan Seksi Bina Usaha sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan
tugas,

membuat konsep kebijakan teknis bina usaha sebagai bahan pertimbangan atasan
dalam penetapan kebijakan atasan:

menyelenggarakan pemantauan dan pelaporan informasi harga pasar komoditas
petemakan dan perikanan di tingkat pengecer sampai distributor guna tercapainya
optimalisasi pelayanan;

menganalisa usaha komoditas peternakan dan perikanan agar kegiatan usaha
dapat mengikuti perkembangan harga sehingga dapat meningkatkan efektivitas
dan efisiensi usaha;

memantau proses pemasukkan dan pengeluaran temak, ikan dan hasil ikutannya
sesuai jumlah dan jenis kelamin;

membina pelaksanaan pengolahan bahan asal temak dan ikan agar mutu dan
keamanan bagi konsumen dapat dijamin sehingga meningkatkan efektivitas dan
efisiensi produk;

mengkaji lingkungan bidang peternakan dan perikanan sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi usaha;
memfasilitasi petani/kelompok tani ternak dan ikan dalam memperoleh kredit

perbankan untuk menambah modal usaha serta mencari pemasaran produk;

menyelengarakan pengawasan dan pemantauan perdagangan ternak dan ikan di

pasar hewanfikan agar ternakfikan yang diperdagangkan dapat diketahui kualitas

dan jumlahnya; t

meneliti kelengkapan administras! dan persyara . .

usaha peternakan dan perikanan untuk mengetahui kesesuaian dengan
e

Persyaratan yang berlaku;

an teknis izin operasional jagal,
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lak . efisien;
melaksanakan koordinaei _
dinasi dalam Unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga

masyarakat dan/ata .
a . U masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna
mencapal sinkronisasi pelaksanaan tugas;

memeriksa hasj
o asil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan
p ur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;

memberi imbi ilai
Pﬁ"kan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan
efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas:

melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Bina Usaha sebagai pertanggungjawaban
kegiatan;

melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan
organisasi.

Paragraf 2
Kepala Seksi Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan

Pasal 34
spala Seksi Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan mempunyai tugas pokok
elaksanakan penyuluhan pembinaan kelembagaan petani ternak/ikan, melaksanakan
latihan teknis bagi petani dan petugas penyuluh petemakan dan perikanan dalam
ngka peningkatan kemampuan sumber daya manusia peternakan dan perikanan.
Pasal 35
n Kelembagaan sebagai berikut :

raian tugas Kepala Seksi Sumber Daya Manusia da

membuat rencana, program kerja dan jadwal kegiatan Seksi Sumber Daya

Manusia dan Kelembagaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan

tUgas; i

ij knis sum

membuat konsep kebijakan te ) |

sebagai bahan pertimbangan atasan dalam penetapan kebijakan atasan;

memf‘a I'I-ta' :etanilkelomPOK tani temak/ikan untuk mempromosikan hasil
silitasi

imalisasi nan;
usahanya dalam rangka optimalisas! pelaya

er daya manusia dan kelembagaan
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memberi  petunjuk Pelaksanaan
kelembagaan petani temakjikan untu
kewmpok;

Penyuluhan dan pembinaan terhadap

meningkatkan serta menambap, pengetahuan:

emberikan informasi
m si petemak sl kep.ada masyarakat melalui penyelenggaraan kegiatan
promosi p an dan perikanan guna meningkatkan pemahaman;

mbina ker;j -
s 4 sama asosiasi peternakan dan perikanan untuk membahas

permasalahan serta saling tukar menukar informasi guna tercapainya sinkronisasi;
menyelenggarakan kegiatan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data
sumber daya manusia dan kelembagaan guna tercapainya sinkronisasi bahan
perumusan kebijakan;

memberi informasi kebijakan teknis sumber daya manusia dan kelembagaan
melalui konsultasi, penyuluhan, diklat dan media lainnya guna meningkatkan arus
informasi pelayanan;

membina, membimbing dan mengawasi tugas dinas yang dilaksanakan UPT dan
Kecamatan melalui pembuatan petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, pembernan
pendidikan dan latihan serta kunjungan lapangan agar pelaksanaan tugas dinas
yang dilaksanakan efektif dan efisien;

melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga
masyarakat dan/atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna
mencapai sinkronisasi pelaksanaan tugas;

memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan

prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
memberikan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan
efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;

melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan

sebagai pertanggungjawaban kegiatan;

melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan

organisasi.
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Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 3¢

i elaks. .
keahlian bidang masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku.

jabatan f i i
) Jumlah ja ungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan Perundang-undangan yang berlaky

BAB Iv
TATAKERJA
Pasal 37
gpala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan
gh Bupati.

Pasal 38
ggian dan Bidang masing-masing dipimpin oleh Kepala Bagian dan Kepala Bidang,
g berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, sedangkan Sub
kgian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang masing-
rsing berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian dan Kepala
idang yang membawahinya.

Pasal 39
elompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok yang masing-
sing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang paling senior kepangkatannya

an ditunjuk oleh Kepala Dinas.

Pasal 40

Jalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala

3ub Bagian Kepala Seksi dan Kepala UPT serta para Pejabat Fungsional pada Dinas

*semakan dan Perikanan wajib menerapkan prinsip k ' - -
tan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing

i knya.
MaUpun dengan instansi lain sesuai dengan tugas POKOKTY

oordinasi, integrasi, sinkronisasi
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Pasal 41

iap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas peternakan dan

get
wahannya

U bertan i .
perikanan ggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan b@

serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

setiap pimpinan satuan organisasi harus menaati perintah petunjuk atasan dan

(@
yampaikan laporan

pertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta men
perkal@ tepat pada waktunya.

getiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari pawahannya

waijib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih
janjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahanny2.

(3)

4 Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan
wajib disampaikan kepada satuan orgainsasi lain yang secara fungsional
mempunyai hubungan kerja.

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan

organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada

b)

bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 42

Para Kepala Bidang dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Peternakan

dan Perikanan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan berdasarkan laporan

tersebut Kepala Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Kepala Dinas.

BABV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 43

) Rincian tugas jabatan struktural dan uraian tugas jabatan fungsional umum

ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas berdasarkan formasi jabatan

yang ditetapkan oleh Bupati.

() Pembentukan sub-sub kelompok jabatan fungsional ditetapkan lebih lanjut dengan

Peraturan Kepala Dinas perdasarkan jumlah, sifat, jenis dan beban kerja.
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BAB v|
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44

al Yang t:felum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaanny@
ot lebih lanjut deéngan Peraturan Kepala Dinas
i :

Pasal 45

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

ygar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini
jengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Disahkan di Purwokerto

pada tanggal 2 1 DEC 2004

Diundangkan di Furwokerto

Pada Tanggal ... 2)...DES.. 004,
SEKRETARIS 'J%ERAH KABUPATEN
ANYUTAAS

SINGGIE WIRANTD, 5%

e e e e

1

_ NIP:50R02655, oalf

BERITE Lrkei KABUPKTER BNV © HR.27 |
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